
WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR* TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TAS1KMA1.AYA
,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 220 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Pcraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2
. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun"  2001 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

4
. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Pcraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9
. Peraturan Menteri Da lam Negeri Republik Indonesia

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WAU KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1
. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2
. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

4
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur |x-nyelenggara pemerintahan
daerah.
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5
.
 Sekretaris Dae  rah adalah Sekretaris Daerah Kota

Tasikmalaya.
6

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk
kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

7
. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perkada

adalah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya.
8

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran.

pelaksanaan, penatausahaan. pelaporan.
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

9
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementcrian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani.
memberdayakan, dan mensejahterakan masvarakat.

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wjyib diselenggarakan oleh semua Daerah.

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pcmcrintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

14. Satuan Ketja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa Program

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

17. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka
penyusunan APBD.

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bcrtindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.



20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bcrtindak dalam kapasitas sebagai BUD.

21.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

22. Pejabat Pelaksana Tcknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkal PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang
melaksanakan 1 (satu) atau l>cberapa Kegiatan dari suatu
Program nesuai dengan bidang tugasnya.

23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
mcnatausahakan, dan memportanggungjawabkan uang
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima. menyimpan. membayarkan. menatausahakan.

dan memportanggungjawabkan uang untuk keperluan
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negcri sipil dan pegawai
pemenntah dengan peijanjian keija yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diaerahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

30. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

31. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan dcsentralisasi.

32. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk
mem  bantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun
nonfisik yang merupakan urusan Daerah

33. Dana Bagj Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tiyuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara I,emerintah
Pusat dan Daerah.
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34. Dana Alokasi Umum yang aelanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pcmcrataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

35. Dana Alokasi Khusus yang aelanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang beraumbcr dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

36. Belanja Daerah adalah aemua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam peri ode tahun anggaran bcrkenaan.

37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibavar
kembali dan/atau pengelunran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
mencrima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehmgga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

39. Utang Daerah yang aelanjutnya disebut Utang adalah
jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan pcrundang-
undangan. perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya
yang sah.

40. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, Badan Lay  an  an Umum Daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara.
Badan Usaha Milik Daerah

, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman,

41. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang lidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

42. Be  ban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas
atau nilai kekayaan bersih yang dapat bcrupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

43. Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
aelanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang sclanjutnya
disebut Rencana Ketja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

45. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang mcmuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang
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mendasarinya untuk peri  ode 1 (satu) tahun.
46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat FPAS adalah Program priorilas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap Program dan Kegiaian sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Keija dan Anggaran Satuan
Kcrja Pcrangkat Daerah.

47. Rencana Kcrja dan Anggaran Satuan Keija Pcrangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang mcmuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,

belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.

48. Kerangka Pengeluaran Jangka Mencngah adalah
pendekatan penganggaran bcrdasarkan kebijakan dengan
pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut
dilakukan dalam pcrspektif lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju.

49. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang bcrisi 1
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan olch Satuan
Keija Perangkat Daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

50. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Keija Perangkat Daerah
sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada
suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk
menghasilkan Kcluaran dalam bentuk barang/jasa.

51. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan
dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran yang pekeijaannya dilakukan melalui kontrak
tahun jamak.

52. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

53. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu)
Program.

54. Sasaran adalah Hasil  yang diharapkan dari suatu Program
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

55. Kinerja adalah Keluaran/Hasil  dari Program/Kegiatan yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

56. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung
seluruh Penerimaan Daerah dan mcmbayar seluruh
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Pengeluaran Daerah.
57. Rekening Kas Umum Dacrah adalah rekening lempat

penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota
untuk menampung scluruh Pencrimaan Dacrah dan
mem  bay  a  r seluruh Pengcluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan.

58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

59. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran
atas pelaksanaan APBD.

60. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

61. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka keija dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan
operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Satuan Keija Perangkat Daerah dan/atau untuk
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak mungkin dilakukan mclalui mckanisme Pembayaran
Langsung.

62. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/pencrima hak lainnya atas dasar pcijanjian
kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah keija lainnya
melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

63. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan
APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan
dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

64. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas Be  ban pengeluaran DPA
SKPD.

65. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Be  ban
pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP
untuk mendanai Kegiatan.

66. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah
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dibelanjakan.
67. Sural Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat

SPM-TU adalah dokumen yang digunakan unluk
penerbitan Sural Perinlah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak
dapat menggunakan Pcmbayaran Langsung dan Uang
Peraediaan.

68. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

69. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas Beban APBD.

70. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah scmua barang yang dibeli  atau diperoleh atas Beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

71. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

72. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dcngan uang sebagai akibat
peijanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang
sah.

73. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

74. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

75. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kcija
Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah pada Satuan Keija Perangkat Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan
sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya.

76. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bereumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

77. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

78. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip,

dasar
, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih

oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
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keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas.

79. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralalan dan elemen Iain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi scjak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi Pemerintahan Daerah.

80. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi

keuangan yangdisusun secara sistematis sebagai pedoman
dalam pclaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah.

81. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

(1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk
mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman
dalam melakukan pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai
berikut:

a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan
Daerah; dan

b. mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang baik,

efektif, efisien, ekonomis dan dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG L1NGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

Pasal 4

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
pcrundang-undangan.

(2} Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. BAB 1 : Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah;
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b
. BAB II : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. BAB III : Penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

d
. BAB IV : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

e.

 BAB V ; Pelaksanaan dan Penatausahaan;

f
. BAB VI : Laporan Realisasi Semester Pertama

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

g. BAB VII : Akuntansi dan Pclaporan Keuangan
Pemerintah Daerah;

h
. BAB VIII: Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; dan

i
. BAB IX : Pembinaan dan Pengawaaan;

(3 Susunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pa  sal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 123);

b
.
 Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2014

tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 170);

c. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun

2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 212);
dan

d
. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 14),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 6

Pcraturan Wali Kola ini raulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal cr
WALI KOTA TASIKMALAYA.

& MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal
SEK&KTARIS DAERAH KOTAÿ

TASIKMALAYA,

H
.

 IVAN DICK6ATJ HAÿANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR



LAM PI  RAN

PERATURAN WAU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR r? TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang
melakukan kescluruhan kegiatan yang mcliputi perencanaan, penganggaran,

pclaksanaan. pcnatausahaan. pclaporan, pcrtanggungjawaban, dan pengawasan
Keuangan Darrah. Pelaksanaan tugas dan wcwenang Pengelola Keuangan Daerah
dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Wali Kota ini,
disajikan dalam benluk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan
kebuiuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengclolaan
keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinva sebagai
berikut:

A
.
 PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1
. Wali Kota aelaku pemegang kckuasaan pengclolaan keuangan daerah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

2
. Pemegang kekuasaan pengclolaan keuangan daerah mempunyai

kewenangan:
a. menyusun rancangan Perda ten tang APBD, rancangan Perda ten tang

perubahan APBD, dan rancangan Perda ten  tang pcrtanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

b
. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pcrtanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD

, dan rancangan Perda tentang pcrtanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD,

d. menetapkan kebijakan terkait Pengclolaan Keuangan Daerah;
e. men gam  hi  I tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait

Pengclolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

f
. menetapkan kebijakan pengclolaan APBD;

g. menetapkan KPA;
h

. menetapkan Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran;
i
. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah;
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j. menetapkan pejabat yang benugas melakukan pengelolaan Utang dan
Piutang Daerah;

k
. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan

dan memerintahkan pembayaran;
I
. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3
. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit

menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran
pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus
lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

4
. Dalam melaksanakan kekuasaan, Wali Kota melimpahkan sebagian atau

seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan. penganggaran,

pelaksanaan. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan
memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada
prinsip pemisahan kewenangan antarayang memerintahkan, menguji,  dan
menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan
dengan keputusan Wali Kota.

5
. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
b

. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku PA.

B
.
 KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1
. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
b

. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, raneangan

perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d

. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
f
. memimpin TAPD.

2
. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

b
. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah

daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3

. Koordinasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Wali Kota.

4
. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan

peran dan fungsi sekretaris daerah mem bantu Wali Kota dalam menyusun



kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pcmerintahan
daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1
. Kcpala SKPKD selaku PPKD adalah Kcpala SKPD yang melaksanakan

unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kcpala SKPKD selaku PPKD
mem  puny a  i  tugas sebagai berikut;

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tcntang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tcntang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Perda;

d
. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-  u  ndangan.

2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b

. mengesahkan DPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d
. memberikan petunjuk tcknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pcngeluaran kas daerah;

e
. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f
. menetapkan anggaran kas dan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pembcrian jaminan atas nama
pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i

. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
pcngeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

3
. Selain kewenangan terscbut. terdapat kewenangan lain, yaitu:

a. mengelola investasi;
b

. menetapkan anggaran kas;
c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
d

. membuka rekening Kas umum daerah;
e

. membuka rekening penerimaan;
f
. membuka rekening pcngeluaran; dan

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggu ngjawaban pelaksanaan APBD.

4
. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
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BAB XII

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Ketentuan umum tcrkait Penyajian Informasi Keuangan Daerah
adalah sebagai berikut:

1
. Pcmerintah Daerah wajib mcnyediakan informasi keuangan daerah

dan diumumkan kepada masyarakat.

2
. Informasi keuangan daerah paling sediki! memuat informasi

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

3
. Informasi keuangan daerah digunakan untuk:

a. membantu Wali Kota dalam menyusun anggaran daerah dan
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b
. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan Keuangan

Daerah;

c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kineija
Keuangan Daerah;

d
. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah Kota;

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f

. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan
daerah; dan

g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat
dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah  an di bidang keuangan.

5
. Wali Kota yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya, ketentuan umum terkait Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah. sebagai berikut:

1
. Pemerintah Daerah Kota menerapkan sistem pemerintahan berbasis

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasiias Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2
. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut

perubahan paradigma dari yang sebelumnya bcrorientasi alur
dokumen menjadi aliran data dan informasi secara elektronik. Hal
ini berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:

a. Otorisasi yang sah pada setiap t  ah a  pan dapat dilakukan secara
elektronik dengan prasyarat adanya otcntifikasi yang andal pada
setiap pejabat pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik.

b
. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen,

dapat disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user
interface) dalam sistem yang memadai.
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c. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan
informasi secara elektronik sesuai kctcntuan peraturan
peru ndang-  u  ndangan.

3
. Penerapan SPBE da!am Pengelolaan Keuangan Daerah harus

discrtai hal- hal sebagai bcrikut:

a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya
digital di scmua lapisan pengelola keuangan daerah;

b. pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan
penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah,
pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan
evaluasi.

KONSOLIDASI STAT1STIK LAPORAN KEUANOAN PEMERINTAH
DAERAH

1
. Ketentuan Umum

Kctcntuan umum terkait Konsolidasi Statistik Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai bcrikut:

a. dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi

laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota di lingkup Daerah
provinsi.

b
. laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan

Peraturan Wali Kota yang ditetapkan setelah l>erkoordinasi
dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan.

2
.
 Ketentuan Pelakaanaan

Terkait hal tersebut di atas
, Peraturan Wali Kota ini mengatur

ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan Akun Standar
(BAS) Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas:

1) Laporan Operasional (Statement of Operations)  ;

2) Laporan Arus Ekonomi lainnya (Statement of Other Economic
Flows),

3) Ncraca (Balance Sheet);

4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan
5) Indikator Fiskal dalam Kcrangka Statistik Keuangan

Pemerintah Daerah.

b
. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik

laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota di lingkup Daerah
Provinsi.

c. Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi statistik atas
laporan konsolidasi statistik Pemerintah Daerah Provinsi.
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BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan
setcmpat dengan tetap mentaati pcraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus mcnerus dengan tujuan
mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan
transparan.

Ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
1

. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara
nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

2
. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

dilaksanakan oleh:

a. Menteri bagi Pemcrintah Daerah provinsi;
b

. Gubemur sebagai wakil Pemcrintah Pusat bagi Pemerintah Daerah
Kota; dan

c. Wali Kota bagi perangkai daerah.

3
. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan

dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
4

. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai
dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja
pengelolaan keuangan daerah yang bcrtujuan untuk mengevaluasi
kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengclola
keuangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
scsuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Evaluasi ini juga melihat proses pengelolaan keuangan daerah
di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang
telah ditetapkan Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud. sebagai
berikut:

a. Evaluasi kineija pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui
pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara
mendalam

, dan/atau p<*nelaahan dokumen.
b

. Evaluasi kineija pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara
menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya rnanusia,

infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja
pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan
indikatomya. akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

5
. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

6
. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ckonomis, efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel, Wali Kota wajib menyelenggarakan
sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
Daerah.
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7
. Penyelcnggaraan si  stem pengendalian internal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8
. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

9
. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan

aecara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas
Pemerintah Daerah.Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana keija Pemerintah

Daerah Kota;

b. penyusunan rencana keija SKPD;
c. penyusunan anggaran;

d. pengelolaan Pen dapat  an Daerah;
e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
f. akuntansi dan peiaporan; dan

g. pengadaan barang dan jasa.

10. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan
keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi
pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib
mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pernbangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.

12. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. menteri
yang raenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan
Menteri.

WAL1 KOTA TASIKMALAYA,

H
.
 MUHAMMAD YUSUF
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